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bentuk pembayaran berbasis kinerja (result based payment) dan pajak atau
pungutan karbon; (ii) instrumen transfer fiskal ekologis, asuransi, pertukaran
utang untuk alam (debt for nature swap), pembiayaan campuran yang
bersumber dari filantropi mitra pembangunan dan investasi berdampak, dana
perwalian, pasar modal, obligasi termasuk blue bond atau coral bond, dan
pembiayaan berbasis utang; serta (iii) extended producers responsibility dan
ecomodulation fee yang didukung dengan kerangka regulasi yang kondusif serta
kerangka kerja pemantauan dan pelaporan.

Selanjutnya, langkah inovasi tersebut perlu didukung dengan perbaikan pengelolaan
investasi publik. Pengelolaan investasi publik masih menjadi isu dalam pengelolaan
pendanaan di Indonesia. Dari sisi regulasi, peraturan yang rumit dan sering kali tidak
konsisten. Selan itu, kurangnya kejelasan peran dan tanggung jawab di sektor pemerintahan
mengakibatkan kesenjangan dalam implementasi, audit, dan alokasi sumber daya.
Sementara itu, masalah klasik tentang alokasi pendanaan publik yang langka dan tidak
efisien mengakibatkan dana publik tidak selalu diarahkan pada proyek-proyek yang
menawarkan manfaat ekonomi dan sosial tertinggi.

Prinsip-prinsip yang perlu dilaksanakan dalam investasi publik meliputi

a>
01 ' Cakupan Investasi Publik E@ 06 ‘ Alokasi Pendanaan

Penilaian Proyek

02 ‘ Perencanaan Berkualitas Tinggi

07 |

Regulasi ‘ Kepatuhan Sosial

Pembagian Peran dan
04 9

Manajemen Asset dan Evaluasi
Tanggung Jawab

Pengadaan dan

05 ‘ Implementasi yang Efektif } Pemantauan dan Evaluasi

OO0
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5.4 Kerangka Pendanaan Jangka Menengah

Kerangka pendanaan jangka menengah merupakan rencana atau strategi yang digunakan
untuk mengelola dan mengalokasikan sumber daya keuangan dalam periode waktu tertentu,
yang mencakup proyeksi pendapatan, pengeluaran, serta sumber-sumber pendanaan yang
diperlukan. Kerangka pendanaan jangka menengah disusun untuk mengoptimalkan dan
menyinergikan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan dalam kerangka waktu lima
tahun. Dengan demikian diharapkan target pembangunan nasional dapat selaras dengan
kemampuan pendanaan.

Tabel 5.2
Perkiraan Perhitungan Ruang Gerak RPJMN Tahun 2025-2029 (Triliun Rupiah)

Rincian APBN 2025 2026-2029 (Range)
(1) Belanja negara 3.621,3 18.852,7 24.191,8
(2) Belanja mengikat dan kewajiban 1.782,8 9.281,8 11.910,4
lainnya
Anggaran Pendidikan 724,3 3.770,7 4.838,6
Anggaran Kesehatan 197,8 1.029,8 1.321,4
Program Pengelolaan Utang 552,8 2.878,2 3.693,3
Program Pengelolaan Subsidi 3079 1.603,1 2.057,1
(3) Transfer ke Daerah 919,9 5.180,6 6.692,6
(4) Belanja Operasional K/L, Non K/L, 918,5 4.390,3 5.588,8

dan Prioritas (termasuk ruang gerak)

Pada tahun 2025, belanja negara sebesar Rp3.621,3 triliun, sedangkan 2026-2029
diperkirakan sebesar Rp18.852,7-Rp24.191,8 triliun. Jika mengikuti proporsi 2025, belanja
mengikat dan pembayaran kewajiban lainnya tahun 2026-2029 membutuhkan anggaran
sebesar Rp9.281,8-Rp11.901,4 triliun. Dengan demikian untuk belanja operasional K/L,
belanja Non K/L, pendanaan prioritas, termasuk untuk ruang gerak Presiden sebesar
Rp4.390,3-RpS5.588,8 triliun. Pemanfaatan ruang gerak jangka menengah akan digunakan
untuk mendanai prioritas Presiden, menuntaskan proyek tahun 2020-2024 yang masih
sesuai dengan prioritas RPJMN Tahun 2025-2029, serta untuk prioritas RPJMN Tahun
2025-2029.
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BAB VI
Pengendalian, Evaluasi, dan Tata Kelola Data
Pembangunan

6.1 Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Dalam rangka mengawal implementasi RPJMN Tahun 2025-2029 dilaksanakan
pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan. Pada tahap perencanaan,
pengendalian dan evaluasi ex-ante dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan
memastikan kecukupan desain kebijakan. Pengendalian dan evaluasi perencanaan
mencakup penelaahan konsistensi dokumen perencanaan, pemenuhan kaidah kerangka
kerja logis, kesiapan pelaksanaan kebijakan, dan identifikasi risiko. Pengendalian dan
evaluasi dalam tahap perencanaan memperhatikan kedudukan RPJMN sebagai (1) instrumen
operasionalisasi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang; (2) pedoman bagi penyusunan
Renstra Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah, dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah; serta (3) pedoman perumusan rencana pembangunan sektoral
(pusat/daerah) seperti rencana induk/masterplan/grand design atau sebutan lainnya.

Sementara pada tahap pelaksanaan, pengendalian dilakukan untuk memastikan
pelaksanaan intervensi dan ketercapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.
Pengendalian dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dapat
dilakukan sepanjang periode pelaksanaan, sedangkan evaluasi dilakukan pada saat periode
pelaksanaan rencana dan tahun terakhir periode pelaksanaan rencana pembangunan.
Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMN menjadi penekanan dalam mengawal
pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029 secara intensif.

Gambar 6.1
Ruang Lingkup Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Pengendalian dan Evaluasi Pengendalian dan Evaluasi
Tahap Perencanaan Tahap Pelaksanaan

| didukung oleh

I | |
€

Sistem Informasi Manajemen Risiko Tata Kelola Data
Terpadu Pembangunan Pembangunan
Mewujudkan Nasional Pengendalian berbasis
pengendalian dan Kebijakan bukti yang terukur
evaluasi lebih efisien pembangunan yang dengan berfokus pada
dan efektif responsif dan evidence-based policy

antisipatif terhadap
dinamika peluang dan
tantangan
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